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PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang

Mengingat

*
*

d.

WALIKOTA PALOPO,

bahwa dalam rangka memperkuat struktur
permodalan Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kota Palopo, dipandang perlu
melakukan Penyertaan modal yang berasal

‘dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kota Palopo;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu
membentuk  peraturan daerah tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo
Kepada Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM)

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1962
tentang Perusahaan ©Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2387);

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa
dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);



3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indomesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286):

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 | -

“Nomor 5,© Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Fahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara -Republik

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4490, -

10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran.Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan  KEangan Daerah
Indonesia Nomor 4377); ‘(Lembardn Negara Republik Indonesia Tahun

6. Undang ~ Undang Nomor 10 Tahun 2004 W 2005 Nomor -140,  Tambahan Lembaran
tentang Pembentukan Peraturan Perundang- | : Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
Undangan (Lembaran Negara Republik | g 12,Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13

Suo:mmwmﬂm:csMoﬁzﬂuaoﬂmwﬂ_.maqmams m Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

tembaran Negara Republik Indonesia Nomor Keuangan Daerah m,mnmmmma.mgm telah &%mx.
4389); dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 “Nomor 59 Tahun 2007;
tentang Pemerintahan  Daerah(Lembaran 13.Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005
Negarz Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Pendirian Peruszhaan daerah Air

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara ” Minum (PDAM) Kota Palopo;
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dan 14.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008

terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas T Daerah Kota Palopo.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang pemerintahan daerah (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 2008

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

- Nomor- | dan
b | WALIKOTA PALOPO
24 1 M MEMUTUSKAN :

ahen Daerah Menetapkan : PERATURAN DAERAH. KOTA PALOPO

TENTANG PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH = DAERAH KEPADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)




BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

aturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1 adalah Daerah Kota Palopo

ntah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat ommaj
I unsur penyelenggara Pemerintah Daerah

‘@ adalah Walikota Palopo

Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo
ntah  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan
ntahan oleh Pemerintah Kota Palopo dan Dewan
dlan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo menurut asas
1 dan tugas pembantuan dengan prinsip ctonomi seluas-
3 dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
sia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar
| Republik Indonesia Tahun 1945,
t Pengeiola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
nempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan

an Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota
, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
n pemerintah daerah Kota Palopo yang dibahas dan
ui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan
1 peraturan daerah.

daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau
1ian daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai
1 uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris,
swurat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki
aerah yang merupakan kekayaan daerah.

taan modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik
} dan/atau uang yang semula. merupakan.kekayaan daerah
belum dipisahkan menjadi kekayaan daerah vang
an untuk diperhitungkan sebagai modal daerah Pada
thaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo.

|
|
?

vm:<mwmms modal

10. Penyertaan Modal permanen adalah penyertaan Modal secara

berkelanjutan yang tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik
- kembali.

B Asset daerah adalah semua kekayaan yang Um:aSca yang
- dimiliki dan/atau yang -dikuasai daerah baik yang bergerak
ataupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun
merupakan satuan ﬁmnmzﬁ: yang amumﬂ ea_m: dihitung, n__cxcﬁ

atau ditimbang.

adalah perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo.

13.Direktur adalah Direktur Perusahaan .Daerah Air Minum Kota

Palopo

14.Pendapatan Asli Daerah yang mm_ma:ﬁ.n,\m disingkat PAD mam_m:

Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo

15.Dewan Pengawas PDAM adalah Ums.m: Pengawas Eu>_<_ Kota

Palopo
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Penyertaan Modal Bertujuan :
a. Meningkatkan pelayanan kualitas air minum kepada masyarakat,
meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD

b. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilaksanakan berdasarkan prinsip-ptinsip ekonomi yang di anut

PDAM,
BAB III
PENYERTAAN MODAL

Baglan Kesatu
m:_.:cm_. Dana dan Bentuk Penyertaan Zonm_

= Pasal 4

(1) Penyertaan modal daerah bersumber darl Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

dimaksudkan - untuk memperkuat  struktur
permodalan dan peningkatan kinerja PDAM vyang' lebih prospektif,
efektif, efisien, dan profesional.

12.Perusahaan Daerah Air 355: ~yang mm_maﬁe\m a_ms@xmﬁ _uc.ps -



ertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
jgarkan dalam APBD <m:@ bersifat Um:m:mam: modal
lanen.

ertaan Modal Ummaj sebagalmana Q_Bmxmca dalam ayat
an (2) nm_ma bentuk dana,

wmnmwn Kedua
Besaran Penyartaan Modal

Pasal 5

vmnwmammz modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM
imana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan sebesar Rp.
3.000.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah)
taan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
arkan dalam APBD Tahun Anggaran 2011 sampal 2013,
1 nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud
iyat {1) dapat ditambah atau qucwmnmm sesuai dengan
ipuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penyertaan Modal

Pasal 6

taan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ikan penambahan modal produksi yang dituangkan dalam
8l hasil stud! kelayakan yang telah disepakati Pemerintah
 dlan DPRD,

inaan - penyertaan modal sebagainiana dimaksud pada
E dipergunakan - oleh PDAM untuk  kelanjutan
1ar 3@@6&% Alr Minum (IPAM), dan
__ﬁma pembangunan’ arl gan mwum distribus!  alr baku

S S ———

(2) Dalam hal PDAM menggunakan dana penyertaan modal harus
sesual sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

BAB IV
PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Pasal B.

(1) Direktur PDAM mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota
untuk pencalran dana Penyertaan Modal dari rekening Kas Umum
Daerah ke rekening Kas PDAM - .. SRR A

(2)Pencairan dana penyertaan modal pemerintzh %m&s kepada
-~ PDAM dilaksanakan oleh PPKD atas persetujuan Walikota sesuai
wmwmgm: nm&uam:@ c:ammmms yang berlaku.

| BAB V
'PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 9
Evmﬂmzn@x ammﬂmx berhak memperoleh pembagian keuntungan
(taba) dari PDAM atas modal yang disertakan berdasarkan
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Besarnya laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setiap tahun setelah -dilakukan audit laporan keuangan PDAM
oleh auditor independen, dan waijib disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 10
(1) Laporan um_mwmmmmmn kemajuan pekerjaan dan penyerapan
penyertaan modal | daerah’ ‘dilaporkan secara priodik dalam
laporan semester dan tahunan kepada Walikota dan DPRD.
(2)Laporan pelaksanaan penyertaan moda! daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagal bahan evaluasi dan bahan
pertanggungjawaban  tahunan pemerintah  daerah  atas
pelaksanan APBD.

Pasat 11
(1)Bilamana “PDAM ™ tidak = mémberikan laporan keuangan
sebagaimana di maksud dalam pasal 10 dikenakan sanksi
administratif.



m.maamamq-mg_“..m.m_cm@mm:._m:mQ_Bmxmcaumammﬁﬂ Eam@mn
ingatan tertulis, N
iangguhan tahapan nmznm:mn penyertaan modal

BAB VII
vmzﬁz;z DAN vmzm>5>m>z

- vmmm_ 12° .
ra am_ma rangka Bm:_smxmﬂwm: daya guna am: :mm__ mc:m
ukan - pembinaan - dan pengawasan cacs terhadap
rtaan modal pada PDAM, . =~
| melaksanakan nm_._._g:mm: dan nm:mmsmmms mm_umom_am:m

sud pada-ayat{1)-Waliketa dibantu-eleh. Dewan Pengawas -

<m:m %mwmuxm:-,mg_._ _mecﬂmmﬁom:xmﬁcﬁcmmaém:xoﬁm
¢torat Kota Palopo melakukan pemeriksaan, nmacsmm:
engawasan secara berkala terhadap PDAM atas perintah

ta.

. BABVIII - oo e
KETENTUAN vmzc.Ev

_ Pasal 13
ing belum diatur dalam’ Peraturan Daerah ini mmnmam:@
pelaksanaannya akan ‘diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pasal 14

e

ap orang Bmmmmm_:g memerintahkan mmsocsg%mmm
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
ita Palopo.

. A,m..f Ve TEERRED -

Ditetapkan d; palopo
-Pada tanggal 23 Nopember 2011

WALIKOTA PALOPO,
T

P.A. TENRIADIENG

Diundangkan di Kota Palopo
Pada ﬁmgm@m_ S
«tamis Dagrah Kota mm“ooo



PENJELASAN iz

ATAS ukup Jelas.
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO L e
_ NOMOR 6 TAHUN 2011 Pastl 3

TENTANG &, Cukup Jelas

NYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
) PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

b, Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip gkonomi PDAM
adalah PDAM merupakan Perusahazn yang berorientasi
pada pencarian keuntungan yang wajar dan juga tidak
mengabaikan fungsi sosial kemasyarakatan.

Dalam rangka peningkatan dan. memperluas investasl Pasal 4

| | Cukup jelas.
untuk meningkatkan Pendapatan Ash Daerah, Pemerintah
h melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Alr nmmm_%cxcc jeias
1 Daerah Kota Paiope. - -
o et caer. Pasal 6
amerintah daerah -memandang petlunya memperkuat Cukup jelas.
sr permodalan dan kapasitas Perusehaan Daerah Air
~ o , Pasal 7
i Kcta Palope dalam rangka mmeningkatikan pertumbuhan e Cukup jelas.
yangembangan perekonomian daerah guna meningkatkan
s pelavanan publik terhadap masyarakat. nmmmm%cw% jeias
Untuk merealisasikan kebijakan Pemerintiah Daerah Pasal 9

it perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah sesual a. Cukup jelas,

1 ketentuan pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Ncmer 32 b. Yang dimaksud dengan auditor independen adalah
2004 tentang nemerintahan daerah yang berbunyi bahwa auditor yang bebas dari kepentingan/ tidak terikat
, b
ntah daerah dapat meiakukan penyertaan medal”pada W o woqmsmmj kepentingan Pemerintah Kota Palopo dan PDAM
sadan uszha milik pemerintah dan/atau milik swasta, w Cukup Jelas.
Pasal 11
DEMI PASAL Cukup Jelas.

L_Acu jelas.



asal 12
a. Cukup Jelas.

b. Cukup Jelas.

C. Yang dimaksud pemeriksaan, pembinaan, dan
Pengawasan secara berkala adalah umamﬂ_xmmm: yang
terkait dengan um:ﬁnmm,_ modal

c<>ﬁﬂm0ﬂ> FﬁhOwO

isal 13

Cukup jelas. H.HFPHGEZ ﬁcﬁhﬂo,ﬂ} F&FOWO
1sal 14 ZOHSO%. .,-m‘H.. ,HECZ Nc:

Cukup jelas. - ; e e Do v e e

TENTANG.. -

\MBAHAN LEMBARAN DAERAH KGTA PALOPO NOMOR 06 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
-~ PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

- ' DENGAN-RAHMAT TUHANyANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,
Menimbang : a bahwa dengan diundangkennya Petaturan Daerah Kota
. . Palopo Nomorg Tahun 2011 fentang Penyertaan
. Modal Pen erintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) dalam Lembaran Daerah Kota
Palopo Nomor 6 Tahun 2011 Seri b Nomeor 06
Tanggal 23 November 2011, maka perlu segera
dilaksanakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di
atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

13



ingat

20. Undang — undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438 ), )

21. Undang — undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 82);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nemor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

23, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang ~ Standar  Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

74. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan ~ Keuangan Dagrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

* Republik Indonesia Nomor 4578};

I. Undang - 'undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan ‘Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia- Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Ww@cﬁmﬁ‘ Negara Republik Indonesia Nomor

);

15. Undang ~ undang Nomeor 11 Tahun 2002 tentang

. Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota
- Palopo di Propinsi Sulawesi Sélatan (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
.24, Tambahan - Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4168);

16. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

17. Undang -~ undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

18. Undang — undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4377, , . _
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 25. Peraturan Menteri Dalam aZwmms ZoBﬁwﬂ 13
Pemerintahan  Daerah(Lembaran Negara Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor
59 Tahun 2007; .

16. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang
Pendirian Perusahaan daerah Alr  Minum
(PDAM) Kota Palopo;

Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dan terahir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun ~ 2004 tentang = pemerintahan daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

ey



27, Peraturan Daerah Nomor 8 Tzhun 2008 Tentang
Pokok-pokek Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Palope.

MEMUTUSKAN:

etapkan  : PERATURAN WALIKQTA PALOPO TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PALOPO NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
PENYERTAAN  MODAL  PEMERINTAH
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM (PDAM)

Pasal |

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2011
tentang Penyertaan Modal Pemllintah Daerah Kepada Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM)

Pasal 2

Aenunjuk Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
daerah dan Direktur Perusahaan Daerah Aitr Minum Kota Palopo untuk
aelaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
rerupa -

a. Mlaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat lues sebelum
memulai pelaksanaan Peraturan Daergh dimaksud.

b. Menyusun Petunjuk Tekhnis pejaksanaan Peraturan Daerah
dimaksud dengan berkoordinasi dengal Satuan Kerja Perangkat
Daerah terkait dan Selanjutnya mengusutkan untuk ditetapkan
dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.

Pasal 3

pernpiran ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan

Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 24 November 2011

WALIKOTA PALOPO,

ttd

P.A. TENRIADJENG -

Diundangkan di Palopo
pada tanggal

SEKERTARIS DAERAH KOTA PALOPO,

LJAYA

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2011 NOMOR



